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ABSTRAK 

 

 

: 

 

 

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, 
efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka melaksanakan kaidah 
pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan 
keuangan daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi 
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut 
dan diganti. 
 
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 
28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 
Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 
2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 
Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 25 Tahun 
2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; 
PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir 
dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; 
PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Keppres 
No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Perpres No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota 
Yogyakarta No. 1 Tahun 2007.  
 
Dalam Perda ini mengatur mengenai dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan 
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola 
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan 
keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

 

CATATAN 

 

 

: 

 

 

- Peraturan ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2007 

 

 


